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MOTO 

Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah SWT itu karena takwa. 

Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang - ulangnya itu tasbih. Membahasnya itu 

jihad. Mengajarkan kepada orang yang tidak tahu itu sadaqah. Memberikan pada 

orang ahlinya, itu mendekatkan diri kepada tuhan.*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Abusy Syaith Ibnu Hibban & Ibnu Abdil Barrihya ‘Al-Ghozali, 1986). 
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RINGKASAN 

PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI APLIKASI 

APPROWEB PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

SURABYA KARANGPILANG; Delima Nurmata Mahjid; 140903101012; 

2017: 122 Halaman; Program Diploma III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada 01 Maret 2017 sampai 

dengan 31 Maret 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah untuk 

mengetahui prosedur pengawasan wajib pajak melalui aplikasi approweb pada 

kantor pelayanan pajak pratama surabaya karangpilang.  

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Upaya 

intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, 

pelayanan terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasan 

administrasif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. 

 Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib 

Pajak maka Direktoral Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi agar 

dapat meningkatkan pengawasan Wajib Pajak. Pengawasan Wajib Pajak dapat 

dilakukan dengan menggunakan Modul Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak dalam 

Aplikasi Approweb. Modul dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil 

penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak 

dan masa atau tahun pajak. Jenis pajak yang berada pada aplikasi approweb ini 

adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan  Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Bea Materai. Aplikasi ini untuk mempermudah Account 

Representative (AR) dalam pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi Wajib 

Pajak melalui pemanfaatan modul data dan analisis.  
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 Pada kegiatan mengawasi ada beberapa langkah-langkah pemanfaatan data 

terkait dengan data yang terdapat di Approweb yang di rumuskan Konsep 5-Si 

(dibaca lima si). Konsep 5-Si ini dirumuskan dengan tujuan sebagai standar baku 

langkah-langkah pemanfaatan data di Approweb, sehingga AR tidak mengalami 

kebingungan. Lima langkah kegiatan tersebut adalah rekapitulasi, validasi, hitung 

potensi, klarifikasi, dan realisasi. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0060/UN25.1.2/SP/2017, Program 

Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern seperti sekarang ini negara Indonesia mempunyai 

kebutuhan yang semakin meningkat untuk memenuhi anggaran dana, negara 

Indonesia mengandalkan dua pokok,yaitu sumber dana dari luar negeri dan 

sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar 

negeri, sedangkan sumber dana dari dalam negeri misalnya pajak. Untuk menjadi 

bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam 

negeri. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil dengan cara menambah dan atau 

memperluas faktor-faktor yang digunakan disini ekstensifikasin ditempuh dengan 

mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. 

Sedangkan intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil dengan cara 

meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor yang 

telah ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas 

aparatur perpajakan, pelayanan terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para 

wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. 

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban 

yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami 

perubahan pada tahun 1983 dari Official assessment System menjadi Self 

Assessment System. Self Assessment System adalah suatu sistem dimana 

pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya 
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berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Self 

Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, 

kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban 

perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus 

untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. 

Pada era globalisasi dan majunya perkembangan teknologi zaman sekarang 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dituntut lebih aktif dalam 

mengikuti perkembangan tersebut. Direktorat jenderal Pajak terus meningkatkan 

pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak 

mengembangkan pelaksanaan pengawasan dengan sistem informasi berdasarkan 

surat edaran No SE-49/PJ/2016 yang  menyatakan bahwa Direktorat Jenderal 

Pajak mengembangkan sistem informasi agar dapat meningkatkan pengawasan 

Wajib Pajak secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengawasan Wajib 

Pajak dapat dilakukan dengan komprehensif menggunakan Modul Aktivitas 

Pengawasan Wajib Pajak dalam Aplikasi Approweb (untuk selanjutnya disebut 

dengan Modul). Modul dimaksud dapat secara otomatis menyajikan seluruh hasil 

penyandingan data, baik data internal maupun eksternal, untuk semua jenis pajak 

dan masa atau tahun pajak. Jenis pajak yang berada pada aplikasi approweb ini 

adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan  Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Bea Materai. Awal adanya approweb hanya digunakan untuk  

aplikasi profil wajib pajak dan saat ini sudah berkembang untuk mempermudah 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan dan konsultasi atau yang 

disebut dengan Account Representative (AR) untuk mengawasi kepatuhan dan 

penggalian potensi Wajib Pajak yang harus digunakan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak melalui pemanfaatan modul data dan analisis. Ketidakpatuhan WP 

juga bisa berdampak pada penerimaan dan kesejahteraan rakyat. Sasarannya 
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adalah meningkatkan pengawasan penggalian potensi pajak secara efektif dan 

tujuan akhir tercapainya target penerimaan pajak.  

Penulis memilih pengawasan wajib pajak melalui Applikasi Approweb karena 

aplikasi ini di gunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia dan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang baru menerapkan pada 

tahun 2012. Aplikasi Approweb pertama kali dikenalkan pada bulan Maret 2009 

saat sedang dilangsungkan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Karena di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang masih terbilang baru 

menggunakan aplikasi approweb ini, maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

prosedur pengawasan menggunakan Aplikasi Approweb sebagai alat pengawasan 

Account Representative (AR) untuk meningkatkan penerimaan pajak yang telah di 

amanatkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebagai contoh disini penulis melakukan 

pengamatan atas Aplikasi Approweb di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Karangpilang untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaanya. Jenis 

penelitian adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang di 

gunakan yaitu observasi dan dokumen. 

Ada beberapa prosedur kegiatan yang dilakukan untuk pemanfaatan data wajib 

pajak  menggunakan Approweb  yang di sebut konsep 5-si yaitu rekapitulasi, 

validasi, hitung potensi, klarifikasi, realisasi. Kegiatan pengawasan dan 

penggalian potensi wajib pajak dilakukan dengan menganalisis data untuk 

mendeteksi potensi penerimaan wajib pajak tetapi kegiatan ini perlu di 

dokumentasikan secara teratur agar lebih muah dilakukan baik untuk AR atau 

yang bersangkutan. Approweb juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

mengawasi dan menilai kinerja masing-masing AR.  

Menurut penjelasan Pak Hatta salah satu Account Representative “Aplikasi 

Approweb lebih kepada potensi Wajib Pajak dan untuk pengawasaanya terlihat 

agak kompleks. Di bidang pengawasan dan konsultasi ini setiap AR rata-rata 

memegang 1500-3000 Wajib Pajak yang diawasi. AR juga mempunyai target 
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untuk penerimaan pajak setiap tahunnya (mengenai nominal). Disitulah Kepala 

Kantor mengukur kinerja dari setiap AR”.  

Tercatat data penggalian potensi yang dilakukan oleh AR pada tahun 2016 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang berdasarkan basis 

Aplikasi Approweb adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penggalian Potensi berbasis Aplikasi Approweb 2016 pada KPP 

Pratama Surabaya Karangpilang  

Waskon Juml

ah 

WP 

AR 

Anali

sis 

Data 

Analisis Data Surat 

Himbau

an 

Resp

on 

WP 

Konseli

ng 

Usul 

Pemeriks

aan 
Deng

an 

Poten

si 

Tanp

a 

Poten

si 

WASK

ON II 
335 474 455 19 480 33 15 14 

WASK

ON III 
815 1,267 1,076 191 1,269 7 24 38 

WASK

ON IV 
339 450 403 47 472 115 12 2 

Jumlah 1489 2191 1934 257 2221 155 51 54 

Sumber: Seksi WASKON III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Karangpilang 

 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang diawasi oleh 

seksi waskon di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya masih 

rendah kesadarannya atas pajak terutangnya. Bisa dilihat dari jumlah analisis yang 

lebih banyak daripada jumlah AR itu artinya ada beberapa Wajib Pajak yang di 

himbau lebih dari satu kali.. Banyak kesalahan yang WP lakukan dengan sengaja 

atau tidak sengaja. 

 Dengan melakukan analisis data AR dapat mengetahui kesalahan Wajib 

Pajak terhadap pajak terutangnya. Setelah mengetahui kesalahan Wajib Pajak AR 

akan mengedarkan surat himbauan kepada Wajib pajak untuk melakukan tindakan 
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atas kesalahan data pajak terutangnya. Tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak 

merespon surat himbauan untuk melakukan konseling oleh AR.  

Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan praktek kerja nyata yang 

dilaksanakan kurang lebih 1 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Karangpilang penulis menyusun laporan ber judul “Prosedur pengawasan wajib 

pajak melalui Aplikasi Approweb pada kantor pelayanan pajak surabaya 

karangpilang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan bagaimana prosedur pengawasan wajib pajak melalui Aplikasi 

Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan dari praktek kerja nyata adalah untuk mengetahui prosedur 

pengawasan wajib pajak melalui Applikasi Approweb pada Kator Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Karangpilang 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk menambah wawasan, keterampilan, dan pengetahuan serta 

pengalaman kerja sebelum terjun di dunia kerja 

b. Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai penerapan antara teori dan 

praktek penulis selama menempuh pendidikan di fakultas ilmu sosial dan 

ilmu politik 

c. Untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali 

pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan praktek kerja nyata 

d. Mengetahui prosedur pengawasan Wajib Pajak melalui Aplikasi 

Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang 

e. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah jenis pungutan bersifat memaksa yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan Undang-undang mutlak untuk mempertahankan sumber 

pendapatan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan pembangunan 

nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa 

adanya pendapatan untuk negara mustahil dapat melakukan pembangunan dan 

mempertahankan eksitensinya sebagai suatu negara. Dalam perkembangan jauh 

sebelum negara indonesia merdeka sudah dikenal suatu pungutan dengan istilah 

yang bermacam-macam, seperti pada zaman kerajaan suatu pungutan oleh raja-

raja disebut upeti.  

Membahas perpajakan para ahli memberikan pendapat mengenai definisi 

tentang pajak sebagai berikut : 

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Mardiasmo 

(2016:3) : 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

b. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam bukunya nurmantu 

(2005:12): 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 
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c. Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi:2014) 

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan 

sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu., tetapi bukan sebagai hukum, menurut 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang 

diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara 

negara secara umum.” 

Definisi yang penulis kemukakan terakhir di kutip dari pengertian pajak 

menurut (Mardiasmo(2016:3)) :  

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.(Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 

Berdasarkan pengertian tentang pajak yang telah dirumuskan oleh Undang-

Undang, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

2.1.2 Fungsi Pajak  

 Fungsi pajak Menurut Nurmantu(2003:30) yaitu:  

a. Fungsi Pajak Budgetair 
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Fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiskal 

function) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 

memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah 

yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari 

penduduknya.  

Dalam literatur lain, fungsi budgetair disebut sebagai fungsi untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini 

dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang “sebanyak-banyaknya” ke kas 

negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat 

menimbulkan berbagai ekses.  

Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah: 

1) Jangan sampai ada Wajib Pajak/Subjek Pajak yang tidak memenuhi 

sepenuhnya kewajiban perpajakannya.  

2) Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak 

kepada fiskus. 

3) Jangan sampai ada Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau 

penghitungan fiskus. 

b. Fungsi Pajak Regulerend 

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur juga disebut juga fungsi tambahan, 

yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi 

ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, 

misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan 

kebiasaan mabuk-mabukkan di kalangan generasi muda. Di sini pemerintah dapat 

menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara 

memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi 

oleh sebagian besar kalangan muda.  
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2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak dikelompokan menjadi tiga bagian menurut 

Mardiasmo(2016:7) yaitu: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat diberikan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutanya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pesat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak   

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut ileh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 
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2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak Menurut Marsyahrul(2005:9) yaitu:  

a. Self Assessment  

Self assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak 

diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk 

1) menghitung sendiri pajak yang terutang 

2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3) membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar 

4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai 

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. 

Ciri-ciri sistem self assessment adalah 

1) adanya kepastian hukum; 

2) sederhana pelaksanaanya; 

3) mudah pelaksanaannya; 

4) lebih adil dan merata; 

5) penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. 

b. Official Assessment 

Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur 

perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. 

Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan 

pajak sepenuhnya aa paa aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan 

baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah 

memenuhi kebutuhan. 

c. Witholding System 

Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang 

penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak 

dilakukan oleh pihak ketiga. 
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2.1.5 Tarif Pajak 

Ada 4 macam tarif pajak Menurut Mardiasmo(2016:11) yaitu: 

a. Tarif sebanding/proporsional 

  Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh:  

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh: 

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri. 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 
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3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil  

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

2.1.6 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo(2016:7) sebagai berikut: 

a. Menurut golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifatnya 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

2.1.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Resmi(2016:23) yaitu: 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor 

Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan 

memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya 

seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal 

Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai 

persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 

dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank. Terhadap 

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo(2016:163) adalah pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila 

menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib 

Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 

pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak. 
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2.2.1 Subjek dan Objek Pajak 

a. Subjek Pajak 

Barata (2011:9) menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) Dalam 

UU Pajak Penghasilan ditentukan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

1) Orang Pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat tinggal atau berada di Indonesia 

atau berada di luar Indonesia. 

2) Warisan yang belum terbagi 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan 

agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 

tetap dapat dilaksanakan.  

3) Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan 

bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah. Misalnya, 

lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 

memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian 

perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. 

4) Bentuk Usaha Tetap 
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Bentuk usaha tetap (permanent etablishment) merupakan subjek pajak yang 

perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.  

b. Objek Pajak 

Ratnawati(2015:97) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4-15 UU PPh  

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi 

ataupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Penghasilan yang termasuk objek pajak: 

1) Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, 

komisi, bonus, grafitikasi, dana pensiun, ataupun bentuk imbalan yang 

lain. 

2) Hadiah dari undian atau kegiatan atau pekerjaan, dan juga hadiah 

penghargaan. 

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan penjualan atau keuntungan dari penghasilan harta, termasuk: 

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan 

modal. 

b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota. 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan. 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada 

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 
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antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dihitung dari harga pasar 

atau harga jual dikurangi nilai bukunya. 

e) Keuntungan karena pengalihan atau penjualan hak penambangan dan 

tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan pada perusahaan 

tambang. 

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21/26 

 Pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo(2016:197)  adalah pajak 

atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21/26 

Penerima penghasilan yang di potong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah 

orang probadi yang merupakan: 

1) Pegawai; 

2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang teriri dari pengacara,         

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 
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c) Olahragawan; 

d)  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, an moderator; 

e)  Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f)  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g)  Agen iklan; 

h) Pengawas atau pengelola proyek; 

i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j)  Petugas penjaja barang dagangan; 

k)  Petugas dinas luar asuransi; 

l)  Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

5) Mantan pegawai; dan/atau 

6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

b)  Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c)  Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

d)  Peserta pendidikan dan pelatihan; 

e)  Peserta kegiatan lainnya.  

b. Objek Pajak PPh Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  adalah: 

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 
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2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang membayarnya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan 

secara bulanan; 

5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6) Imbalan kepada peserta kegiatan, anatara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 

pengawas yang tidak terima merangkap sebagai Pegawai Tetap pada 

perusahaan yag sama; 

8) Penghasilan berupa jasa prouksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan 

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 

pegawai; atau 

9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan 

10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang 

pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong 
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PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi 

Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 

26. 

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Resmi(2016:147) adalah 

penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 

meliputi: 

a. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan 

yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan 

jasa giro; 

b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri; 

c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara; 

d. Hadiah undian; 

e. Persewaan tanah dan/atau bangunan; 

f. Jasa kontruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan 

pengawasan konstruksi; 

g. Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan; 

h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak 

orang pribadi; 

i. Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22 

 Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Mardiasmo(2016:271) merupakan 

pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh: 

a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 

negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 

termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat 

lain yang menjalankan fungsi yang sama; 
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b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahh maupun swasta, berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti 

kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan 

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan 

barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak 

badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi 

kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari 

jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, 

apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. 

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 menurutb Resmi(2016:313) adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 

(orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau 

Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

a. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23 

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh 

Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu: 

1) Dividen; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang; 

3) Royalti; 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan 

berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang 

dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa 
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Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri 

badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam 

negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e 

UU PPh; 

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

UU PPh; 

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. 

 

2.3 Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo(2016:332) adalah 

sebagai berikut: 

2.3.1 Pengertian-pengertian 

a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 

b. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke 

dalam Daerah Pabean. 

c. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan 

barang kena pajak berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 

d. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan 

barang kena pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah 

Pabean. 

e. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke 

luar Daerah Pabean. 

f. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk 

dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau 
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mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, 

termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. 

g. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar 

oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau 

perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar 

Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak 

h. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut 

oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, 

penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang 

kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak. 

i. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. 

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

PPN dikenakan atas: 

a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: 

1) barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 

2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak 

berwujud; 

3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 

4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 

b. Impor BKP 

c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: 

1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP; 

2)  penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan 

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaanya. 
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d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean 

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

f. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak 

g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak 

h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain 

i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak 

masukannya tidak dapat dikreditkan. 

2.3.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menurut 

Mardiasmo(2016:342) dengan pertimbangan bahwa: 

a. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang 

berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, 

b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong 

mewah, 

c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, 

d. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara, 

maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau 

impor BKP yang tergolong mewah, disamping dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM). 

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; dan/atau 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menuntukkan status. 

PPnBM dikenakan atas: 
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a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh 

pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di 

dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjanya; 

b. Impor BKP yang tergolong mewah. 

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPnBM hanya 

dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong 

mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP 

yang tergolong mewah. 

 

2.4 Bea Materai 

Bea Materai menurut Mardiasmo(2016:369) : 

a. Pengertian 

1. Bea Materai adalah pajak atas dokumen; 

2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan 

maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang 

dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan; 

3. Benda Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia; 

4. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, 

termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan 

cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan; 

5. Pemeterian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang 

dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea 

Materainya belum dilunasi sebagamana mestinya; 

6. Pejabat Pos adalah Pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani 

permintaan pemeteraian kemudian. 

b. Yang tidak dikenakan bea materai 

1. Dokumen yang berupa, antara lain: 

a) Surat penyimpanan barang; 

b) Konosemen; 

c) Surat angkutan penumpang dan barang; 
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d) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 

e) Bukti pengiriman dan penerimaan barang; 

f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 

g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut 

di atas. 

2. Segala bentuk ijazah. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat 

Tanda Tamat Belajar (STTB). Tanda lulus, surat keterangan telah 

mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran; 

3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan 

pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta 

surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; 

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah 

Daerah, dan Bank; 

5. Kuantitas untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat 

disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan 

Bank; 

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; 

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan 

kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang 

bergerak di bidang tersebut; 

8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pengadaian; 

9. Tanda pembagian keuntungan atas bunga dari efek, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

2.5 Pengawasan  

Pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Lyndal F. Urwick dalam bukunya Tjandra(2009:131)  

pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. 
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b. Pengawasan wajib pajak menurut surat edaran Nomor SE-49/PJ/2016 

adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut 

pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan 

peningkatan penerimaan, perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dilaksanakan terhadap 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak 

dan untuk seluruh jenis pajak. Tindak lanjut kegiatan ini adalah himbauan dan 

konseling.  

2.5.1 AR (Account Representative) 

Account Repsentative menurut Pandiangan(2007:27) salah satu ciri khas KPP 

modern adalah adanya Account Repsentative (AR) yang melaksanakan tugas-

tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan 

melayani pelayanan hak Wajib Pajak. Juga tugas untuk konsultasi, jika Wajib 

Pajak memerlukan informasi atau hal lainnya terkait pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Sehingga, AR berfungsi sebagai jembatan atau 

mediator antara Wajib Pajak dengan KPP. AR berfungsi disetiap Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi, yang mempunyai tugas:  

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak melalui 

pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) 

atau Sistem Informasi DJP (SIDJP) 

b. Bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak 

c. Analisis kerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

intensifikasi 

d. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dalam proses keberatan 

e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku 

f. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi 

masalah perpajakan 
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g. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan membuat company profile 

h. Menginformasikan ketentuan perpajakan terpadu kepada Wajib Pajak 

i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat company 

profile 

j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak 

2.5.2 Approweb 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2013:1) Approweb merupakan 

salah satu aplikasi yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang 

berfungsi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi WP. Pada 

awalnya Approweb dibentuk hanya sebagai sarana pembuatan profil WP yang 

terstuktur dan komprehensif serta penyeragaman aplikasi ini sebagai Aplikasi 

Profil Berbasis Web, atau disingkat Approweb. Dalam perkembangannya, 

Approweb dilengkapi fitur untuk membantu AR dalam melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP dan 

melaksanakan penggalian potensi pajak. Kegiatan pengawasan dan penggalian 

potensi tersebut dilakukan dengan menganalisis data antara lain melalui fitur Data 

Feeding (lawan transaksi) dan Modul Data & Analisis yang berfungsi sebagai 

alert system bagi AR alam mendeteksi potensi penerimaan pajak. Dengan 

demikian, Approweb saat ini tidak hanya merupakan aplikasi profil, tetapi juga 

aplikasi pengawasan dan penggalian potensi WP. 

Sebagaimana dipahami bersama, Approweb terdiri dari empat Modul: 

Penerimaan, Profil, Data & Analisis, dan Pengawasan. Modul penerimaan 

merupakan modul yang berisi informasi perkembangan penerimaan pajak baik per 

bulan, per jenis pajak, per KLU, maupun per Kanwil, per KPP, per AR, sampai 

dengan per WP.  

Modul kedua yaitu Modul Profil yang merupakan rumah data bagi setiap 

WP, berisi informasi dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik data 

internal (pelaporan, pembayaran, dan administrasi perpajakan lainnya) maupun 

data eksternal (data pihak ketiga yang terkait dengan WP), termasuk isian AR, 

yang memberikan informasi seluas-luasnya tentang WP tersebut. Data yang 
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tersedia dalam Modul Profil ini akan memperkaya wawasan AR terhadap kegiatan 

an kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP yang diawasinya 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.  

Modul Data & Analisis merupakan modul yang memberikan informasi 

yang tersaji secara otomatis, sebagai sistem peringatan dini kondisi WP secara 

umum atau khusus, sebagai langkah awal dalam melakukan penggalian potensi. 

Modul ini terdiri dari deteksi potensi, kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP, 

data internal, data eksternal, serta penyandingan data eksternal vs data internal. 

Modul terakhir yaitu Modul Pengawasan merupakan modul yang 

memberikan informasi kegiatan potensi yang dilakukan oleh AR dan pengawasan 

lainnya. Modul ini terdiri dari nilai potensi, nilai potensi dalam pengawasan, nilai 

potensi berdasarkan jenis data, nilai potensi berdasarkan jenis pajak, serta tinjak 

lanjut dan status tindak lanjut potensi.  

Dengan keempat modul yang dimilinya, pada dasarnya Approweb 

menjalankan tiga fungsi dan manfaat dasar sebagai berikut: 

a. Menyajikan data penerimaan, seluruh profil WP terdaftar, data-data 

internal serta melakukan pendokumentasian aktivitas AR/Waskon. 

Pegawai yang memiliki akses Approweb dapat melihat informasi 

mengenai kinerja kepatuhan WP. 

b. Alat Komunikasi efektif dan pengawasan bersama antara AR, Kasi 

Waskon, Kepala KPP, Kanwil dan KPDJP. 

Approweb dapat digunakan sebagai tools bersama untuk pengawasan WP, 

feeding data potensi, dan penggalian potensi. 

c. Informasi progress& hasil aktivitas extra effort sektoral AR/Waskon dapat 

tersaji secara online.  

Approweb menjadi salah satu alat pemantauan kegiatan bimtek/workshop 

sektoral yang telah dilakukan KPDJP/Kanwil untuk melihat nilai rupiah 

potensi dan realisasi yang dihasilkan. 
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2.5.3 Approweb sebagai Sarana Penilaian Kinerja AR 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2016:3) Approweb berperan 

sebagai mitra AR dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi terhadap 

wajib pajak. Pengawasan dan penggalian potensi ini terdiri dari serangkaian 

kegiatan yang dimulai dari rekapitutasi data, validasi, penghitungan potensi, 

klarifikasi, hingga pengawasan atas kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan 

potensi tersebut terealisasi. Rangkaian kegiatan ini tentunya perlu 

didokumentasikan secara teratur. Disinilah Approweb berperan sebagai wadah 

untuk mendokumentasikan secara seragam setiap kegiatan dan pekerjaan AR 

dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi. Dengan adanya 

dokumentasi, pengawasan kegiatan penggalian potensi dapat lebih mudah 

dilakukan, baik bagi AR yang bersangkutan maupun pihak lain yang terlibat 

dalam kegiatan pengawasan penggalian potensi, seperti Kepala Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi, Kepala Kantor, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat. Sebagai 

konsekuensi logis, Approweb dapat dijadikan alat dan tolak ukur dalam 

mengawasi dan menilai kinerja masing-masing AR. 

2.5.4 Modul Data & Analisis 

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak(2013:5) bagian ini menjelaskan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan Modul Data & Analisis, mulai dari 

pengenalan modul hingga pembahasan singkat bagian-bagian dalam Modul Data 

& Analisis mulai dari menu, sub-menu dan bagiannya.  

a. Tentang Modul Data & Analisis 

Modul Data & Analisis berisi informasi terkait WP yang telah diolah oleh 

sistem dan tersaji secara otomatis sehingga dapat dipergunakan oleh 

pengguna sebagai alat pengawasan WP. Sumber data dari modul ini 

berdasar data yang diturunkan oleh Kantor Pusat (Direktorat TIP) berupa 

data pembayaran pajak, data pelaporan SPT, data di SPT WP sendiri 

maupun data WP yang berasal dari SPT lawan transaksinya. Selain dari 

data internal tersebut, informasi dalam modul ini juga berasal dari data WP 
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yang diperoleh dari sumber eksternal (diluar SPT WP) yaitu Dari data 

DJBC, data P3B serta data KKKS.  

b. Bagian-Bagian Modul Data & Analisis 

Modul Data & Analisisterdiri dari satu menu yaitu menu Deteksi Potensi. 

Menu ini terdiri dari dua kelompok sub-menu yaitu kelompok sub-menu 

terkait dengan kepatuhan perpajakan WP dan kelompok sub-menu terkait 

dengan data WP. 

Isi masing-masing sub-menu, bagian dan sub-bagian didalamnya dapat 

dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 Bagian-bagian Modul Data & Analisis 

No 

(a) 

Kelompok 

(b) 

Sub Menu 

(c) 

Bagian 

(d) 

Sub Bagian  

(e) 

1 Kepatuhan 

perpajakan 

WP 

1. Kepatuhan 

WP 

a. Pembayaran 1. Terlambat Bayar 

2. Naik 

3. Turun 

4. Tidak Bayar 

b. Pelaporan 1. Telambat Lapor 

2. Tidak Lapor 

 

2 Data WP I. Deteksi 

Potensi 

  

  II. Data Internal a. Pengawasan 

PPN 

1. WP Non PKP 

Menerbitkan Faktur 

Pajak 

    2. Non PKP-

Pembelian diatas 

600 juta 

    3. FP Ganda-Indikasi 

Penerbit 

    4. FP Ganda-Pegguna 

Tidak Berhak 

Mengkreditkan 

    5. PKP Lapor 

Penyerahan Nihil-

Pengguna Tidak 

Berhak 

Mengkreditkan 

    6. PKP Tidak Lapor-

Pengguna Tidak 

Berhak 

Mengkreditkan 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

    7. PKP Mengkreditkan 

PM-PKP Dicabut 

    8. WP Tidak Lapor 

SPT Masa PPN 

    9. WP Lapor SPT 

Masa PPN 

Penyerahan Nihil-

Ada Faktur Pajak 

    10. WP Non PKP 

Omset >600 juta 

   b. Pembayaran 

Masa 

1. WP Ada Kegiatan 

Usaha Tanpa 

Pembayaran 

    2. MPN Vs SPT Masa 

4(2) 

    3. MPN Vs SPT Masa 

21 

    4. MPN Vs SPT Masa 

15 

    5. MPN Vs SPT Masa 

23/26 

   c. SPT Tahunan 1. WP Tidak 

Seharusnya 

Melaporkan SPT 

    2. WP Tidak 

Seharusnya 

Melaporkan SPT 

1770S 

    3. Tidak Lapor-Ada 

Kegiatan Usaha 

    4. Pertumbuhan Harta 

dan Hutang VS 

Penghasilan WP OP 

   d. Ekualisasi 1. Omset VS BPOT-

OOP 

    2. Omset VS BPOT-

Badan 

    3. Kredit Pajak Pihak 

III VS BPOT VS 

MPN-WP OP 

    4. Kredit Pajak Pihak 

III VS BPOT VS 

MPN-WP Badan 

   e. Faktur vs. Bpot 1. Faktur Pajak VS 

BPOT Pasal 23 

    2. Faktur Pajak VS 

BPOT Pasal 15 

    3. Faktur Pajak VS 

BPOT Pasal 4(2) 

  III. Data 

Eksternal 

1. PIB  

   2. PEB  
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(a) (b) (c) (d) (e) 

   3. Data Penerima 

Penghasilan dari 

Negara Mitra 

P3B 

 

   4. Sandingan Data 

KKKS Dengan 

Faktur Pajak 

 

  IV. Data 

Eksternal 

vs. Internal 

1. PEB Tidak  

   2. PEB Status NE  

   3. PEB VS Ekspor 

SPT Masa PPN 

 

   4. DHE VS Ekspor 

SPT Masa PPN 

 

   5. PIB Tidak Lapor  

   6. PIB-Suspect List  

   7. Impor Kawasan 

Berikat VS 

Impor SPT Masa 

PPN 

 

   8. PIB VS 

Pengakuan 

Impor VS Data 

SPT Masa PPN 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang Jalan Jagir Wonokromo No.100 Surabaya pada 

bagian Seksi Penagihan dan Seksi WASKON III. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

0061/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai dengan 31 

Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang.  

 Adapun jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Karangpilang adalah:  

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Efektif Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d kamis 

Jum’at 

Sabtu dan Minggu 

07.30-16.00 WIB 

07.30-16.00 WIB 

Libur 

12.00-13.00 WIB 

11.00-13.00 WIB 

Libur 

 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Melalui Aplikasi 

Approweb pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang”. 

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa 

seksi diantaranya: 

a. Seksi Penagihan  

Pada seksi ini penulis diberi tugas mencatat data atas Surat Teguran yang 

di keluarkan pada bulan Februari untuk dikirim kepada Wajib Pajak, mendata 

balasan surat dari Wajib Pajak atas Surat Teguran, memilah Surat Tagihan 
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Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan badan, dan memilah data Wajib Pajak 

badan kecil dan besar. 

b. Seksi Pengawasan & Konsultasi 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti mencatat data Surat Teguran  

yang di edarkan oleh setiap AR. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja 

Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Karangpilang yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

(b) 

Penanggung Jawab 

(c) 

Rabu, 01 Maret 2017 1. Diterima di KPP 

Pratama Surabaya 

Karangpilang oleh 

bagian Subbag Umum 

2. Penempatan di bagian 

Penagihan 

3. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

1. Ibu Apri selaku ketua 

Subbag Umum 

2. Bapak Toby selaku 

kepala Seksi Penagihan 

3. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

Kamis, 02 Maret 2017 1. Memilah Surat 

Teguran sesuai dengan 

bulan penerbitan 

2. Mencatat nomor surat 

pada Surat teguran  

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

2. Ibu Sandra selaku 

Anggota Penyitaan 
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(a) (b) (c) 

Jumat, 03 Maret 2017 1. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

2. Sharing tentang 

penagihan  

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

2. Bapak Toby selaku 

kepala seksi penagihan  

Senin, 06 Maret 2017 1. Perkenalan tentang 

Seksi Waskon 

2. Sharing judul Tugas 

Akhir bersama Hatta 

selaku AR Waskon III 

1. Ibu Susi selaku ketua 

Seksi Waskon 

2. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Selasa, 07 Maret 2017 1. Mencatat nomor surat 

Surat Himbauan dari 

AR yang akan di kirim 

ke pos 

1. Ibu Sri selaku 

pelaksana administrasi 

Rabu, 08 Maret 2017 1. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

2. Belajar tentang 

Aplikasi Approweb 

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

2. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Kamis, 09 Maret 2017 

 

 

1. Mencatat nomor surat 

Surat Teguran dari 

seksi penagihan 

2. Belajar di 

perpustakaan yang ada 

di KPP 

1. Ibu Sandra selaku 

anggota Penyitaan 
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(a) (b) (c) 

Jumat, 10 Maret 2017 1. Mencatat nomor surat 

Surat Himbauan dari 

AR yang akan di kirim 

ke pos 

1. Ibu Sri selaku 

pelaksana Administrasi 

Senin, 13 Maret 2017 1. Izin  1. Ibu Apri selaku ketua 

umum 

Selasa, 14 Maret 2017 1. Izin  1. Ibu Apri selaku ketua 

umum 

Rabu, 15 Maret 2017 1. Mencatat data surat 

balasan atas surat 

teguran 

2. Konsultasi atas materi 

Aplikasi Approweb 

1. Bapak Je selaku 

anggota Penagihan 

2. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Kamis, 16 Maret 2017 1. Memilah Surat 

Teguran sesuai dengan 

bulan penerbitan 

2. Mencatat nomor surat 

pada Surat teguran 

yang baru diterbitkan 

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

2. Ibu Sandra selaku 

anggota Penyitaan  

Jumat, 17 Maret 2017 1. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

Senin, 20 Maret 2017 1. Belajar tentang 

prosedur penggunaan 

Aplikasi Approweb 

2. Mencatat nomor surat 

Surat Himbauan dari 

AR yang akan di kirim  

1. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

2. Ibu Sri selaku 

pelaksana Administrasi 
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(a) (b) (c) 

Selasa, 21 Maret 2017 1. Mencatat data surat 

balasan atas surat 

teguran 

1. Bapak Je selaku 

anggota Penagihan 

Rabu, 22 Maret 2017 1. Mencatat nomor surat 

pada Surat teguran 

yang baru diterbitkan 

2. Belajar menganalisis 

data 

1. Ibu Sandra selaku 

anggota Penyitaan 

2. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Kamis, 23 Maret 2017 1. Mengikuti AR 

konsultasi wajib pajak 

1. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Jumat, 24 Maret 2017 1. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

Senin, 27 Maret 2017 1. Belajar menghitung 

potensi wajib pajak 

1. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

Selasa, 28 Maret 2017 Libur Hari Raya Nyepi - 

Rabu, 29 Maret 2017 1. Mengikuti AR 

konsultasi wajib pajak 

2. Mencatat nomor surat 

pada Surat teguran 

yang baru diterbitkan 

1. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 

2. Ibu Sandra selaku 

anggota Penyitaan 

Kamis, 30 Maret 2017 1. Menata arsip 

penagihan untuk 

diurutkan sesuai 

NPWP 

1. Ibu Via selaku 

pelaksana bagian Arsip 

Penagihan 

Jumat, 31 Maret 2017 1. Belajar tentang materi 

Aplikasi Approweb 

1. Bapak Hatta selaku AR 

WASKON III 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam 

bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan 

karakteristik atau sifat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka. Merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari perekaman data AR pada aplikasi 

Approweb seperti potensi wajib pajak hingga realisasinya. 

b. Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini 

adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu  metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

jurnal, internet, dan lain-lain. 

b. Observasi  

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya penulis observasi data AR yang 

berkaitan dengan pengawasan menggunakan Aplikasi Approweb. 

c. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menganalisis data isi dokumen yang berhubungan dengan masalah 
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yang di teliti. Dalam hal ini penulis menganalisis data wajib pajak yang akan 

dihitung potensinya atas kesalahan perpajakanya. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Karangpilang tentang Prosedur Pengawasan Wajib Pajak 

Melalui Aplikasi Approweb , dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

a. Pengawasan Wajib Pajak melalui aplikasi approweb pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Karangpilang diterapkan mulai tahun 2012. 

b. Pajak yang diawasi oleh aplikasi approweb adalah Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Bea Materai. 

c. Kegiatan yang harus dilakukan oleh AR secara berurutan dalam 

memanfaatkan data Approweb yaitu rekapitulasi, validasi, hitung potensi, 

klarifikasi, dan realisasi 

d. Dalam pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

Wajib Pajak akan memberikan empat tanggapan yaitu tanggapan secara 

langsung, tanggapan secara tertulis, tidak memberikan tanggapan, dan surat 

kembali pos. 

e. Dengan adanya aplikasi approweb memudahkan AR pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Karangpilang untuk melakukan pengawasan 

terhadap wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2015-

2016.  

5.2 Saran 

a. Data Approweb yang lebih mutakhir menjadi sangat penting dalam 

penggalian potensi. Diharapkan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

beserta Kepala Kantor dapat mengawasi kegiatan pemutakhiran data 

Approweb sehingga dapat diperoleh data terkini 

b. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kapasitas aplikasi dari segi 

kuota akses karena penggunaan aplikasi yang serentak dilkukan seluruh 

kantor di Indonesia. Memperbaiki server pada kantor pusat dan memperbaiki 
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koneksi jaringan komputer yang menghubungkan aplikasi sehingga tidak 

terjadi gangguan dalam penggunaanya. 

c. Kesadaran Wajib Pajak untuk konsultasi kepada AR atas data yang valid pada 

aplikasi approweb.  

d. Diadakan sosialisasi untuk karyawan yang berhak atas aplikasi approweb 

supaya mereka tidak lambat daya tanggapnya.  
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Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 Daftar Hadir 
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Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Daftar Kegiatan Bimbingan 
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Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9 Foto Dokumentasi bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Karangpilang 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


66 
 
 

Lampiran 10 Kertas Kerja Penelitian atas Kepatuhan Material Perpajakan WP 

Badan Tahun Pajak 2012 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67 
 
 

Lampiran 11 Kertas Kerja Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak 
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Lampiran 12. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Tahun Pajak 

2012 
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Lampiran 13. Panggilan  Klarifikasi/Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 
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Lampiran 14. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan Kepada Wajib Pajak 
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Lampiran 15. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan 
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Lampiran 16. Pengiriman Data Faktur Pajak yang Diduga Tidak Sah 
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1. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 
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2. Surat Edaran Nomor SE-41/PJ/2016 
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